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ABSTRACT 

This article examines the evolution of quality assurance systems in higher education, mapping their 

development from conventional methods to more comprehensive and complex models. By 

understanding this evolution, institutions can adapt and implement efficient QA systems that can meet 

the evolving demands and expectations of students, businesses, and society. 

In response to the shifting educational landscape and the increasing emphasis on accountability and 

quality, quality assurance (QA) systems in higher education have undergone significant modifications 

over time. This system is crucial for ensuring the implementation of high-quality educational programs 

and maintaining the standing and reputation of higher education institutions. 
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ABSTRAK 

Menanggapi pergeseran lanskap pendidikan dan meningkatnya penekanan pada 

tanggung jawab dan kualitas, sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi telah 

mengalami modifikasi yang signifikan sepanjang waktu. Sistem ini sangat 

penting untuk menjamin pelaksanaan program pendidikan yang berkualitas tinggi 

dan menjaga kedudukan dan reputasi institusi pendidikan tinggi. Artikel ini 

mengkaji perkembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi, memetakan 

perkembangannya dari metode konvensional ke model yang lebih menyeluruh 

dan kompleks. Institusi dapat beradaptasi dan menerapkan sistem penjaminan 

mutu yang efisien yang dapat memenuhi tuntutan dan harapan mahasiswa, bisnis, 

dan masyarakat yang terus berubah dengan memahami evolusi ini. 

Kata Kunci:  Penjaminan mutu, Pendidikan Tinggi, Evaluasi , akademik 

PENDAHULUAN  

Pendidikan tinggi sebagai salah satu faktor penting dalam menciptakan Sumber 

Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi. Kemampuan perguruan 

tinggi menghasilkan lulusan berkualitas secara tidak langsung akan 

meningkatkan daya saing bangsa dalam persaingan antar bangsa. Pemerintah 
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Indonesia sejak tahun 1986 telah memulai upaya pengembangan SDM dengan 

melakukan reformasi mendasar dalam bidang Pendidikan Tinggi melalui 

berbagai program, salah satunya penjaminan mutu (quality assurance).  

Institusi pendidikan tinggi telah lama memahami betapa pentingnya menjaga 

kualitas program yang mereka sediakan. Namun, sifat dan tujuan dari sistem 

penjaminan mutu telah berubah seiring berjalannya waktu. Sebelumnya, 

penjaminan mutu terutama difokuskan pada prosedur dan sistem internal di dalam 

organisasi.  Otonomi kelembagaan dan pengaturan mandiri menjadi sorotan. 

Metode ini menawarkan beberapa jaminan kualitas, tetapi tidak ada validasi 

eksternal atau perbandingan dengan standar yang diakui.   

Sistem penjaminan mutu telah mengalami pergeseran paradigma baru-baru ini, 

didorong oleh globalisasi, peningkatan mobilitas mahasiswa dan profesional, dan 

meningkatnya permintaan akan akuntabilitas dan transparansi. Institusi sekarang 

diharapkan untuk menunjukkan dedikasi mereka terhadap kualitas dengan 

mengikuti standar dan tolok ukur yang diterima dan menerima sertifikasi 

eksternal. Pertumbuhan pendidikan tinggi, pembentukan peringkat internasional 

dan organisasi akreditasi, dan kebutuhan akan metode penjaminan mutu yang 

responsif terhadap berbagai kepentingan pemangku kepentingan telah berdampak 

pada evolusi sistem penjaminan mutu. 

Artikel ini akan membahas pengaruh utama, kemajuan, dan konsekuensi untuk 

pengendalian mutu di pendidikan tinggi dengan menggali secara mendalam 

berbagai tahap evolusi. Selain itu juga membahas kecenderungan saat ini dan 

potensi perkembangan masa depan untuk sistem penjaminan mutu sambil 

menyoroti kesulitan dan peluang yang spesifik untuk setiap langkah. Institusi 

dapat melintasi lanskap penjaminan mutu yang rumit dan mengadopsi strategi 

yang sesuai dengan misi, nilai, dan kebutuhan pemangku kepentingan mereka 

dengan memahami pengembangan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. 

METODE 

Penelitian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu 

mengungkapkan fenomena melalui pengumpulan data pada kondisi objek yang 

alami dimana peneliti berperan sebagai instrumen kunci yang kehadirannya 

mutlak diperlukan. Dengan adanya review ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman yang lebih jelas tentang topik yang dibahas 

PEMBAHASAN 

Tahap 1 - Lembaga Penjaminan Mutu Nasional dan Badan Akreditasi  

Lembaga penjaminan mutu nasional dan badan akreditasi didirikan pada tahap 

awal pengembangan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. 

Pengembangan prosedur untuk menilai dan mengevaluasi kualitas institusi dan 
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program pendidikan tinggi dapat ditelusuri hingga akhir abad ke-19 dan awal 

abad ke-20, ketika negara-negara ini pertama kali memasuki era ini.  Untuk 

memberikan validasi eksternal dan pemantauan program pendidikan, organisasi 

penjaminan mutu nasional dan otoritas akreditasi didirikan. Organisasi-organisasi 

ini menciptakan standar dan kriteria yang telah ditentukan yang digunakan untuk 

mengevaluasi universitas. Akreditasi telah menjadi metode yang diterima secara 

luas bagi institusi untuk membuktikan dedikasi mereka terhadap keunggulan dan 

membangun kredibilitas. 

Selama tahap ini, evaluasi tingkat program merupakan penekanan utama dari 

penjaminan mutu. Organisasi akreditasi menilai masing-masing program 

dibandingkan dengan standar yang telah ditentukan, dengan melihat hal-hal 

seperti struktur kurikulum, kredensial fakultas, sumber daya yang tersedia, dan 

hasil pembelajaran.  Strategi ini berusaha menjamin bahwa program-program 

tertentu telah memenuhi standar untuk menyediakan pendidikan berkualitas 

tinggi.  Selain itu, selama masa ekspansi yang cepat dalam pendidikan tinggi, 

organisasi penjaminan mutu nasional dan organisasi sertifikasi sangat penting 

dalam menjaga kualitas pendidikan. Menjadi penting untuk menciptakan sistem 

yang dapat mengevaluasi dan membedakan kualitas penawaran seiring dengan 

bertambahnya institusi dan program. Institusi-institusi sekarang menggunakan 

akreditasi sebagai cara untuk menonjol dalam persaingan dan menunjukkan 

keunggulan mereka. 

Tahap 2 - Kerangka Kerja Regional dan Perjanjian Saling Pengakuan 

Pengembangan kerangka kerja regional dan perjanjian saling pengakuan terjadi 

selama tahap kedua pembentukan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. 

Sebagai tanggapan terhadap globalisasi pendidikan tinggi dan meningkatnya 

mobilitas mahasiswa dan profesional, periode ini ditandai dengan upaya untuk 

meningkatkan harmonisasi dan kompatibilitas praktik penjaminan mutu melintasi 

batas-batas internasional. 

Tahap kedua ini merupakan langkah penting dalam menyelaraskan dan 

menginternasionalisasikan sistem penjaminan mutu di pendidikan tinggi. 

Peningkatan kolaborasi, mobilitas, dan pengakuan kualifikasi dimungkinkan oleh 

kerangka kerja regional dan perjanjian tentang pengakuan bersama, yang 

membangun fondasi untuk peningkatan lebih lanjut dalam prosedur penjaminan 

mutu.    

Fase 3 - Sistem Penjaminan Mutu yang Holistik dan Terintegrasi  

Tahap ini mengakui bahwa keunggulan pendidikan tinggi melampaui program 

dan institusi tertentu.  Hal ini mencakup elemen-elemen seperti penelitian, tata 

kelola, layanan dukungan mahasiswa, keterlibatan masyarakat, dan keseluruhan 
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pengalaman mahasiswa.  Institusi mulai menerapkan program penjaminan mutu 

menyeluruh yang memperhitungkan berbagai faktor ini dan mendukung pola 

pikir peningkatan yang konstan.  Tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas 

adalah salah satu kekuatan utama di balik perubahan ini. Para pemangku 

kepentingan, termasuk siswa, bisnis, dan legislator, menginginkan konfirmasi 

bahwa institusi pendidikan melaksanakan tujuan pendidikan mereka dan 

menghasilkan lulusan dengan kemampuan yang dibutuhkan. Komponen kunci 

dari sistem penjaminan mutu menjadi penekanan pada hasil dan pengalaman 

mahasiswa secara keseluruhan. 

Selain itu, selama fase ini, sistem untuk perencanaan dan peningkatan institusi 

diintegrasikan dengan penjaminan mutu. Institusi mengadopsi budaya 

peningkatan berkelanjutan di mana data dan umpan balik digunakan untuk 

memandu keputusan dan memajukan praktik pedagogis. Institusi sekarang sering 

menilai program mereka, membuat perubahan, dan melacak hasil sebagai bagian 

dari proses penjaminan mutu yang berulang untuk memastikan peningkatan yang 

berkelanjutan.  Fase ketiga adalah pembentukan organisasi dan lembaga yang 

berfokus pada evaluasi dan peningkatan kualitas di tingkat institusi dan 

penjaminan kualitas eksternal. Untuk mengevaluasi kualitas institusi secara 

keseluruhan, badan-badan ini melakukan penilaian dan audit mendalam yang 

melihat berbagai faktor, termasuk tata kelola, kepemimpinan, perencanaan 

strategis, alokasi sumber daya, dan hasil belajar mahasiswa. Tujuannya adalah 

untuk membangun budaya kualitas dan tanggung jawab sekaligus memberikan 

evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas institusi. 

Pengembangan organisasi penjaminan mutu nasional dan lembaga sertifikasi 

merupakan tonggak penting dalam evolusi sistem penjaminan mutu, terlepas dari 

kesulitan-kesulitan yang ada. Hal ini membuka jalan untuk kemajuan di masa 

depan dalam prosedur penjaminan mutu dan menciptakan dasar untuk validasi 

eksternal dan akuntabilitas dalam pendidikan tinggi. Untuk meningkatkan 

reputasi dan kredibilitas mereka, institusi mulai memahami nilai sertifikasi dan 

berusaha untuk menyesuaikan program-program mereka dengan standar yang 

ada. Hal ini dilakukan sebagai pengakuan atas karakter kualitas yang beragam 

dalam pendidikan tinggi. Sebagai hasil dari perubahan ini, metode penjaminan 

mutu terpadu diciptakan yang berfokus pada seluruh ekosistem pendidikan dan 

bukan hanya pada program atau institusi tertentu.   

KESIMPULAN 

Ketiga Fase menandakan perubahan menuju sistem penjaminan mutu yang lebih 

komprehensif dan terintegrasi yang mempertimbangkan banyak aspek kualitas 

dan menekankan pada pengalaman mahasiswa, hasil, dan pengembangan 

berkelanjutan.  Institusi mengadopsi kerangka kerja evaluasi yang menyeluruh, 
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menggabungkan perencanaan institusional dengan penjaminan mutu, dan 

mempromosikan pola pikir untuk terus melakukan perbaikan. Pendekatan yang 

lebih luas dan menyeluruh terhadap penjaminan mutu terlihat pada fase ketiga. 

Institusi dan organisasi penjaminan mutu mulai mengadopsi pandangan holistik 

tentang mutu yang mencakup berbagai bidang, seperti pengajaran dan 

pembelajaran, penelitian, tata kelola, layanan dukungan mahasiswa, dan 

partisipasi masyarakat. 
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